
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 1965  

TENTANG 

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dalam rangka 

kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik 

Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan perundangan tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu diperbaharui sesuai dengan Manifesto 

Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara 

dan pedoman-pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa pembaharuan itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, haruslah berbentuk satu Undang-undang 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sesuai dengan kegotongroyongan 

Demokrasi Terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresif dari Undang-undang 

No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 

tahun 1959 (disempurnakan). Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan 

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan 

Presiden No. 7 tahun 1965 serta untuk mewujudkan Daerah-daerah yang dapat 

berswadaya dan berswasembada; 

c. bahwa agar dapat dilaksanakan pembentukan Pemerintah Daerah tingkat III 

selekas mungkin; 

 

Memperhatikan : Usul Panitia Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 514 tahun 1961 dan No. 5 47 tahun 1961: 

 

Mengingat: 

1. Pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang 

Dasar; 

2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/ 1963, No. V/MPRS/1965. 

No. VI/MPRS/1965, No. VII/ MPRS 1965 dan No. VIII/MPRS/1965; 

 

Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia; 

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

 

 Memutuskan: 

Pertama mencabut: 

1. Undang-undang No, 1 tahun 1957; 

2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan); 

3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960; 

4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) juncto Penetapan 

Presiden No. 7 tahun 1965; 

 

Kedua menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH. 
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BAB I. 

KETENTUAN UMUM. 

 

Pasal 1. 

(1)  Yang dimaksud dengan "Daerah" dalam Undang-undang ini, ialah daerah besar 

dan daerah kecil tersebut dalam pasal 18 Undang-undang Dasar yang berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

(2)  Istilah-istilah "Propinsi", "Kabupaten" dan "Kecamatan" sebagaimana halnya 

dengan istilah-istilah "Kotaraya", "Kotamadya" dan "Kotapraja", adalah istilah-

istilah untuk nama jenis Daerah dan bukan merupakan penunjukan sesuatu 

wilayah administratif. 

(3)  Yang dimaksud dengan "Kota" ialah kelompokan penduduk yang bertempat 

tinggal bersama-sama dalam satu wilayah yang batasnya menurut peraturan-

peraturan yang telah ditentukan. 

(4)  Yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah 

kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan 

pasal 18 Undang-undang Dasar. 

(5)  Jika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas", maka yang 

dimaksudkan adalah: 

 a. Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II yang terletak dalam wilayah 

Daerah tingkat I itu; 

 b. Daerah tingkat II bagi Daerah tingkat III yang terletak dalam wilayah 

Daerah tingkat II itu. 

(6)  Dalam Undang-undang ini istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan. 

 

BAB II. 

PEMBAGIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH. 

 

Pasal 2. 

(1)  Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-daerah yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dan tersusun dalam 

tiga tingkatan sebagai berikut: 

 a. Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I. 

 b. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II dan 

 c. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat III. 

(2)  Ibu-kota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-undang 

No. 10 tahun 1964, sebagai Kotapraja tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik 

bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun 

mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam 

wilayahnya Daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk 

lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-

undang. 

 

 Pasal 3. 
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(1)  Pembentukan Daerah termaksud dalam pasal 2 ayat (1), nama, ibu-kota dan 

batasnya, serta tugas kewenangan pangkalnya dan anggaran keuangannya yang 

pertama, diatur dengan Undang-undang. 

2)  Penyempurnaan batas wilayah Daerah begitu pula pemindahan ibu-kota, 

perubahan nama dan batas wilayah kemudian yang tidak mengakibatkan 

pembubaran sesuatu Daerah, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 Pasal 4. 

(1)  Kota dengan memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomis, penduduk dan lain-

lain, dapat dibentuk menjadi Kotaraya, Kotamadya atau Kotapraja dimaksud 

dalam pasal 2. 

(2)  Sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan 

mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial 

ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan 

susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi Daerah 

tingkat III. 

 

BAB III. 

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

BAGIAN I. Ketentuan Umum. 

 

Pasal 5. 

(1)  Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. 

(2)  Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarchi yang ada. 

 

 Pasal 6. 

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil 

Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian. 

 

 Pasal 7. 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa 

orang Wakil Ketua sampai terjadi poros Nasakom. 

 

 Pasal 8. 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya 

mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah. 

 

 Pasal 9. 

(1)  Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan bagi: 

 a. Daerah tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri, 

 b. Daerah-daerah lain oleh Kepala Daerah yang setingkat lebih atas. 

(2)  Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada, 

rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya. 

 

 Pasal 10. 
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(1)  Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas 

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yang disusun dan 

pembiayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

(2)  Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan 

pekerjaannya langsung dibawah pimpinan Kepala Daerah. 

 

BAGIAN II 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 

$ 1. Kepala Daerah. 

 

 Pasal 11. 

Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh: 

 a. Presiden bagi Daerah tingkat I, 

 b. Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat 

II dan 

 c. Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi 

Daerah tingkat III yang ada dalam Daerah tingkat I. 

 

 

 Pasal 12. 

 

(1)  Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan 

sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang bersangkutan. 

 

(2)  Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk 

diangkat menjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk 

mengajukan pencalonan yang kedua dengan disertai keterangand tentang 

alasan-alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama 

 

(3)  Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti di maksud ayat (2) diatas 

tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat seorang 

Kepala Daerah diluar pencalonan. 

 

 Pasal 13. 

 

(1)  Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

persetujuan Presiden dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya emapt 

orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

bersangkutan. 

 

(2)  Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon dyang memenuhi syarat untuk 

diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

persetujuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengajukan 
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pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang 

menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama. 

 

(3)  Apabila juga dalam pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) 

diatas tidak,ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala 

Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, maka 

Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pencalonan. 

 

 Pasal 14. 

 

(1)  Kepala Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dengan 

persetujuan Menteri Dalam Negeri dari sedikit- dikitnya dua dan sebanyak-

banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang bersangkutan 

 

(2)  Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk 

diangkat menjadi Kepala Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan 

persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang bersangkutan diminta oleh Kepala Daerah tingkat I untuk mengajukan 

pencalonan yang kedua dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan yang 

menjadi dasar penolakan terhadap pencalonan pertama. 

 

(3)  Apabila juga pada pencalonan yang kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) 

diatas tidak ada calon yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala 

Daerah oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, 

maka Menteri tersebut mengangkat seorang Kepala Daerah di luar pencalonan. 

 

 Pasal 15. 

 

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang selain 

memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat 

menjadi pegawai Negeri: 

1. berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi 

Indonesia; 

2. menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 

Terpimpin, Ekonomi Terpinpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga 

menyetujui dan turut serta aktip melaksanakan Manifesto Politik Republik 

Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 dan semua pedoman-pedoman 

pelaksanaannya 

3. tidak sedang dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan 

pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi; 

4. A. bagi Daerah tingkat I: 

 

 a.1. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan bagi 

pemerintahan; 

 

 a.2. berpengetahuan yang sederajat dengan Sekolah Tinggi atau sekurang-

kurangnya berpendidikan yang dapat disamakan dengan Sekolah 

Lanjutan Tingakt Atas; 


